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ABSTRAK 

 

Skripsi ini mengkaji mengenai klasifikasi perbuatan dan pertanggungjawaban pidana  

penyedia jasa keuangan terkait pendanaan terorisme dalam praktek pencucian uang. 

Skripsi ini menggunakan tipe yuridis normatif. Pengaturan mengenai tindak pidana 

pendanaan terorisme terkait erat dengan tindak pidana pendanaan pencucian uang. 

Sehingga peraturan antara Undang-Undang No 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme disamakan dengan Undang-

Undang No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kaitan Tindak 

Pidana Pendanaan Terorisme dengan Tindak Pidana Pencucian Uang sangatlah erat. 

Seorang teroris memerlukan dana untuk mendapatkan senjata dan bahan-bahan 

peledak yang banyak digunakan. Hubungan antara pendanaan terorisme dengan 

pencucian uang diperjelas dengan dikeluarkannya Special Recommendation on 

Terrorist Financing oleh The Financial Action Task Force on Money Laundering 

(FATF). Dalam Undang-Undang No 9 Tahun 2013, Penyedia Jasa Keuangan 

termasuk kedalam subjek hukum korporasi. Namun, terdapat pengecualian khusus 

untuk Penyedia Jasa Keuangan yang dapat menggugurkan tuntutan pidananya. 
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